
 

 

 

 

 

BUPATI SUKOHARJO  

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  

 

NOMOR 26 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

PERUBAHAN  ATAS  PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 27 TAHUN 2020 

TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL 

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA 

 

                       DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

                    BUPATI SUKOHARJO, 

 

Menimbang 

 

 
 

: a. bahwa  dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha 

Milik Desa, maka ketentuan mengenai penganggaran bagi 

hasil pajak dan retribusi kepada desa yang belum diatur 

dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 27 Tahun 2020 

tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pembagian Dana Bagi 

Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa, 

perlu disesuaikan dengan perkembangan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 27 

Tahun 2020 Pengalokasian dan Tata Cara Pembagian Dana 

Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada 

Desa; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 

mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 

Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

2757); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573; 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6623); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 

Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan 

Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo   

Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Nomor 179); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 

2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 

2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 252); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 

2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 

2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 

Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Nomor 289); 
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10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 

2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Nomor 236); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI  TENTANG  PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG 

PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PEMBAGIAN DANA BAGI 
HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA 

DESA. 

 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 27 

Tahun 2020 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pembagian 

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada 
Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 

27), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 6 

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan DBHPRD S ebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 kepada desa sebesar 

10%  (sepuluh  persen)  dari  realisasi  penerimaan  hasil 

pajak Daerah dan retribusi Daerah tahun berjalan. 

(2) Besaran   pengalokasian   DBHPRD   sebagaimana   

dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan: 

a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada 

seluruh desa; dan 

b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional 

realisasi penerimaan hasil pajak Daerah dan retribusi 

Daerah dari desa masing- masing. 

(3) Pemerintah Daerah menganggarkan DBHPRD kepada desa 

Pada APBD berdasarkan realisasi pajak dan retribusi daerah 

dua tahun sebelumnya.  

(4)  Realisasi pajak dan retribusi  sebagaimana   dimaksud pada 

ayat (3) berdasar pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang 

telah diaudit. 

(5) Pemerintah Daerah menganggarkan Perubahan DBHPRD 

kepada desa pada APBD Perubahan berdasarkan realisasi 
pajak dan retribusi daerah bulan Januari sampai dengan 

bulan Agustus tahun berjalan ditambah dengan proyeksi 

atau perkiraan realisasi bulan September sampai dengan 

Desember. 
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(6) Besaran   proyeksi sebagaimana   dimaksud pada ayat (3) 
dihitung berdasarkan  realisasi DBHPRD bulan September 

sampai dengan Desember tahun lalu. 

 

Pasal  II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo. 

 

Ditetapkan di Sukoharjo 

pada tanggal 14 Juni 2021      

 

BUPATI SUKOHARJO, 

ttd. 

 

ETIK SURYANI 

 

 

Diundangkan di Sukoharjo 

pada tanggal 14 Juni 2021 

 
 SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SUKOHARJO, 

 

ttd. 
  

             WIDODO 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 

TAHUN 2021 NOMOR 27 



 

 


